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bdr'r/a bedasarkan Peraturan Presiren Regdik Indoo€{tu Nofinr 15 Tahun 2010

bntrE Perlepatff PenaEgulangm lcmiskinan yaE dilindaklalut derBan Peraturat
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Pena€gubEan Kemiskhan 0XPl0 Kabupaten Maros;

balwva bedasakfl perljmbargal sebagarndE dimaksjd ddam hunt'atiat6' maka

pedu nErle@kar Perabr &pati MarG bntrE Tim Ko{dhasi Penauguldlgal

Kemiskinar OXPK) K*upabn Marcs.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah Tk ll di

Sulawesiselatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74'

Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nonot 18221;

Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor '169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3890);

UrdaE Undang tlorncr 28 tdnn 1999 teotang PenFkEganaan I'lesara ya€

Belsih dan Beb6s Dari lGrupsi, Kolusi dan Nepotsne (Lembaran t'legard Rep|lblik

lndonesia Tahun 1999 nornor 75 tambahan Lembaar Negara Republik lrdonesia

nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 20Ot tentang Pembenlukan P€raturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4389);

b.

: 1.

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 lentang Pemeriksaan dan

Pengelolaan dan Tanggung iawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Reoublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

ReDublik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah



L

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4841);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemedntah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4438);

Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4578):

10. Peraturan Pemedntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan

dan Penqawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor'165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerinlahan Antara Pemerintah, Pemedntahan Daerah Provinsi, dan

Pemerintahan Daerah KabupateniKota (Lembaran Negara Republik lndonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor4737);

Peraluran Pemedntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 474'1):

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009 tentang

Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskanan;

Peraturan Menteri Dalam Neged Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan

Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi

Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kotai

Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 tahun 2007 tentang Pokok Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun

2007 nomor '1);

Peraluran Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 tahun 2008 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan yang Meniadi Ke',venangan Pemerintah Kabupaten

Maros (Lembaran Daetah Kabupaten Mams Tahun 2008 nomor 7);

Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188.318396/PMD, tanggal

22 Juni2OlO perihal Penyampaian Salinan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi

dan Kabupaten/Kota.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Memperhatikan



Iilenetrpkan

MEMUTUSKAN

: PERATUMN BUPATI IAROS TEI{TANG TIiI KOORDII{ASI

PENANGGULAI'IGAN KElllSKlNAl,l ([KPK) KABUPATEN ltlAROS

BAB I

KETENTUAI{ UMUI

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mams

2. Kabupaten adalah Kabupaten Maros

3. BuDatiadalah BuDati Maros

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Maros

5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerinlah dan pemedntah daerah yang

dilakukan secara sislematis, terencana, dan belsineQi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk

mengurangijumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajal kesejahteraan rakyat.

6. Program penanggulangan kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerinlah, pemerintah

daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui

banfuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta

prcgram lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang s€lanjuhya disingkat RPJMD adalah

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima)tahun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selaniutnya disebut Rencana Kerja Pemedntah Daerah

(RKPD), adalah dokumen perencanaan da€rah untuk periode 1 (satu) tahun

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selaniutnya disingkat SPKD, adalah dokumen

strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selaniuhya digunakan sebagai rancangan kebiiakan

pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang s€lanjuhya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada

pemerintah kabupaten Mams selaku pengguna anggaran.

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Maros yang selanjutnya disebut TKPK

Kabupaten Marcs, adalah $radah kmrdinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk

penanggulangan kemiskinan di Kabupalen Maros.

10.

'11.

BAB II

P€NANGGULA GAN KEiIISKINAN

Bagian K$atu
Tanggung j8wab

Pasal 2

Bupati bedanggung ia',vab atas pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Maros.



a.

b.

c.

0.

Bagian Kedua
Psrcopatan Penanggulangan Komiskinan

Pasal 3

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui :

a. Strategi;dan

b. Program.

Pasal 4

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 hurufa terdiriatas :

mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;

meningkatkan kamampuan dan pendapatan masyarakat miskin;

mengembangkan dan meniamin kebedanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan

mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal3 hurufb terdiri atas :

a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, yang terdiri atas program-program yang

bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas

hidup masyarakat miskin.

b. kelompok program penanggulangan kemiskinan beftasis pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas

program-program yang bertujuan untuk rnengembangkan potensi dan mempe*uat kapasitas kelompok

masvarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsitrprinsip

pemberdayaan masyarakat.

c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil yang

terdii atas program-pmgram yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi

pelaku usahaikoperasi berskala mikm dan kecil, dan

d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan

kegiatan ekonomi masyarakat miskin.

Pa3al 6

(1). Strategi dan Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan 5 dilakukan secara te oordinasi

(2). Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi' harmonisasi,

integrasi kebijakan dan program, dan koordinasi pengendalian pelaksanaan program penanggulangan

kemiskinan secara lintas pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Pembentukan TKPK

Pa3al7

Bupati dalam melasanakan percepatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

membentuk TKPK Kabupaten.

Pa3al8

TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :



b.

Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten; dan

Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten.

Pasal 9

(1). TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I huruf a'

menyelenggarakan fu ngsi :

a. pengoordinasian penyusunan Shategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)sebagai dasar

penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJir1o) di bidang

penanggulangan kemiskinan;

pengoodinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atiau gabungan SKPD bidang

penaggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;

pengoordinasian Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD atau gabungan SKPD bidang

b.

penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan mncangan RKPD;

d. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan SKPD bidang penangulangan kemiskinan

dalam hal penyusunan Renia SKPD;

e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rcncana pembangunan daerah

bidang penanggulangan kemiskinan.

(2). TKPK Kabbupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b,

menyelenggarakan fu ngsi :

a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan prcgram dan

kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebiiakan pembangunan daerah;

b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh

SKPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;

c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penaggulangan

kemiskinan secara periodik;

d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;

e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan

f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada

BuDati.

Pasal 10

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPK, sebagaimana dimaksud dalam pasal I
dibentuk Sekretariat TKPK Kabupaten.

Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan

dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebiakan kepada TKPK Kabupaten

Sekretariat TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasalll

Sekretadat TKPK Kabupaten Mams dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) bertanggung jawab kepada Ketua TKPK Kabupaten.

(1)

l2l

(3)



Pa3al 12

('1) Untuk membanlu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPK Kabupaten Maros sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 dibentuk kelompok keria.

(2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas :

a. kelompok Kerja Pendataan dan Sistem lnformasi;

b. kelompok Kerta Pengembangan Kemitraanidan

c. kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

Pasal13

(1) Kelompok Ke0a Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12ayat(2)huruf

a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam mengelola data

dan sistem infomasi penanggulangan kemiskinan.

(2) Kelompok Keria Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayal (1), menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;

b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;

c. pengembangan sistem infomasi kemiskinan; dan

d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

(3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi

pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.

(4) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), menyelenggarakan tungsi:

a. perumusan pembinaan hubungan anlara masyarakat dengan pemedntah daerah; dan

b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan pemedntah daerah.

Kelompok Keria Pengduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPK Kabupaten dalam memfasilitasi

penanganan pengaduan masyarakatprogram penanggulangan kemiskinan

Kelompok Keda Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), menyelenggarakan fu ngsi:

a. perumusan dan penyiapan penanqanan aspirasi dan pengaduan masyarakat ted€it kegiatan

penanggulangan kemiskinan;

b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakal

terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan

c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan

masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan

kemiskinan.

Pasal14

TKPK Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebaoaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibantll

kelompok program penanggulangan kemiskinan.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;

b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakal;

(5)

(6)

(1)

(21



c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan

kecilidan

d. kelompok program lainnya.

{3) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dibenluk sesuai

kebutuhan daerah.

Pasal 15

(1)Ke|ompokprogrambantuanSosia|terpaduberbasiskeluargasebagaimanadimaksudda|amPasa|14

ayat (i) huru'i a, melaksanakan sebagian tugas TKPK Kabupaten dalam melakukan koordinasi

penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga'

(2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana

dimaksudda|amPasa|'14ayat(2)hurufb'me|aksanakansebagianfugasTKPKKabupatenda|am
melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat'

(3)Ke|ompokprcgrampenanggu|angankemiskinanbebasispemberdayaanusahaekonomimikmdan.,kecilsebagaimanadimaksudda|amPasa|14ayat(2)hurufc,me|aksanakansebagiantugasTKPK

Kabupatenda|amme|akukankoordinasipenanggulangankemiskinandibidangpemberdayaanusaha
ekonomi mikro dan kecil.

(4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d' melaksanakan
' ' 

sebagLn tuga; TKpK Kabupaten dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang

larnnya.

Pasal 16

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab

kepada Ketua TKPK Kabupaten.

Pasal 17

('!) Keanggotaan TKPK Kabupaten terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat' dunia usaha' dan

pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan'

(2) susunan Keanggotaan TKPK Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:

c.

d.

Penanggung Jawab

Ketua
Wakil Ketua

Sekretans

Wakil Sekretaris

Sekretariat :

- Kepala

Wakil Kepala

Anggola

g. Kelompok Kerja Sekretariat :

1. Pendataan dan Informasi

Ketua

Wakil Ketua

Anggota

: BupatiMaros

: Wakil Bupali Maros

Sekretaris Daerah Kab. Maros

Kepala Bappeda Kab. Maros

Kepala BPMPD Kab. Maros

Sekretaris Bappeda Kab. Maros

Sekretaris BPI!!P0 Kab. l\4aros

Bappeda dan BPPMD Kab. Maros

i Kabid. Litbang dan Statistik Bappeda Maros

: Kasi. Statistik Sosial BPS Kab. Maros

: Dinas Kependudukan & Capil. Kab Maros

Dnas Sosiat. Nakerlrans Kab. Maros

Dinas Hubtelkominfo Kab. Maros

Perguruan Tinggidi Kab. Maros



Wakil Ketua

Angg0ta UPM Program-program Penanggulangan Kemiskinan

h. Kelompok Program TKPK:

1. Program Bantuan Sosial Terpadu Berbsis Keluarga

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Mams

; Kabil. Ekososbud BaPPeda Mams

: Kabag. EkonomiSetda. Kab. Marcs

: BUMN, Perusahaan Swdta dan Perusda Kab. Malos

Kabid. Kelembagaan Masyarakat BPI,PD Kab Marcs

Sekretads lnspeKoral Kab. Maros

2. Program Bebasis Pemberdayaan Masyarakat

Ketua

Wakil Kelua

Anggota

2. PengembanganKemitraan

Ketua

Wakil Ketua

Anggoh

3. PengaduanMasyarakat

Ketua

wakil Ketua

Anggota

Wakil Ketua

Anggola

4. Program-programlainnya

Ketua

Wakillctua
Angqota

Koordinator Pelaksanaan Program

Kecamatan

Koordinator Pelaksanaan Program

di Desa/Kelurahan

: Kadis. Sosnakerlrans Kab. Mams

: Kepala SKPD dan Lembaga Terkait lainnya di lingkungan

Kabupaten Maros

3. PDgram Pemberdayaan Usaha Ekonomi Miko dan Kecil

fetua : Asisten Ekonomi Pembangunan Setda Mams

: Kepala BPMPD Kab. Maros

: Kadis. Pekeriaan Umum Kab. Maros

: Kepala SKPO dan Lembaga Terkait lainnya di lingkungan

Kabuoaten Marcs

: K€dis. Koperindag Kab. Mams

: Keoala SKPD dan Lembaga Terkait lainnya di lingkungan

KabuDaten Mams

Asisten Adminisfasi Setda Maros

Kadis. Sosnakertrans Kab. Maros

Para Keoala SKPD dan Lembaga Terkaii lainnya di

lingkungan Kabupaten Marcs

: Para Camat

: Para lcpala Desa/Lurah



BAB III

PELAKSANMN KOORDINASI

Pasal 19

(1) Rapat koordinasi TKPK Kabupaten dilaksanakan paling sedikil 3 (tiga) kali dalam '1 (satu) tahun

sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh Ketua TKPK

(3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:

a. penyusunan SPKD Kabupaten;

b. penyusunan pmgram-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan

c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB IV

'{UBUNGAN 
KERJA

Pasel m

Pelaksanaan tugas TKPK Kabupaten, TKPK Provinsi dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan

BAB V
PELAPORAN

Pasal21

(1) Ketua TKPK secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan kepada

Bupati.

(2) Ketua Kelompok Program secara berkala melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua TKPK

melalui Wakil Ketua TKPK.

(3) Kepala SKPD/Kakandep/Pimpinan Perguruan Tinggi/Pimpinan Perbankan/Ketua LSM dan Pimpinan

Lembaga Telkait dalam penanggulangan kemiskinan yang tergabung dalam kelompok program

penanggulangan kemiskinan secara berkala melapo an hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua

Kelompok Program.

BAB VI

PEIIBINAAN

Pa3alZ2

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Kecamatan dan DesaKelurahan se Kabupaten Maros

-r (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi,

' pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan

BAB VII

PENDANMN

Bagian K.empai
lrobilisasi Sumber Daya



Pasal A

Bupalidalam melaksanakan dan pedanaan percepatan penanggulangan kemirkinan di Kabupaten [laros dibebalkan

pada Anggaran Pendapatan dan B€lania Daerah Kabupabn Mams dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak

mengikat.

Pa3al A

Rangkaian upaya Penganggulangan Kemiskinan, maka TKPK dapat memanfaatkan modal sosial (socia,

cap,ita, di masyarakat dan dijadikan sebagai salah satu modal yang harus digali dan dimanfaatkan untuk

meningkalkan produktivitas masyarakat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan borlakunya Pe|aturan Bupau ini, maka Peraturan Bupati Nomor 06 tahun 2010 Tentang

Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Marus dic€but dan dinyahkan lidak

bedaku.

Pa3al 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap ora0g dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupali ini dengan

penempabnnya dalam Berita Daerah Kabupalen Maros.

Dibbokar di tirams
pada tanggal, I7 t lt.6bu- tttD

Diurdangkan di t{atls
pada langgal , lT ScTtt-ot-ru 2are

h. H. BAHARUDDIiI. t{ltl
Pangkal : Pembina Utama Madya

NIP : 19600909 198603 1 029

SEKRETARIS MBUPATEI{

<-\/^ r-

BERITA DAERAH KABUPATEIi TIAROS TAHUN ,OO ilOi('R 26


